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Surat Kabar/Berita dan Siaran Pers

1.274 Pegawai KPK yang Lolos TWK Segera Dilantik Jadi ASN .
(Kompas Nasional Online).
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/07583431/1
274-pegawai-kpk-yang-lolos-twk-segera-dilantik-jadi-asn

24 Pegawai KPK Dibina Juli, Diminta Buat Surat Pernyataan. (CNN
Indonesia Online).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615091411-
12-654394/24-pegawai-kpk-dibina-juli-diminta-buat-surat-
pernyataan

5 Cacat Hukum Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK:
Merespon Pidato Presiden Joko Widodo atas 75 Pegawali
KPK. (Siaran Pers PSHK Online).
https://pshk.or.id/publikasi/5-cacat-hukum-penggunaan-
tes-wawasan-kebangsaan-kpk-merespon-pidato-presiden-
joko-widodo-atas-75-pegawai-kpk/

BKN: 1.271 Pegawai KPK yang Lolos TWK Dilantik 1 Juni.
https://news.detik.com/berita/d-5582048/bkn-1271-
pegawai-kpk-yang-lolos-twk-dilantik-1-juni
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Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan
Pegawai KPK... . (Kompas Nasional Online).
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/06231921/d
iikuti-1351-pegawainya-ini-rangkaian-tes-wawasan-
kebangsaan-pegawai-kpk?page=all

Dua Sisi Tv One “Menunggu Nasib, 75 Pegawai KPK Dibela
Jokowi?”
(https://www.youtube.com/watch?v=gkZmk1BHM8w&t=22
59s)

Ini Penjelasan Kepala BKN soal Hasil TWK Masuk Kategori Rahasia
Negara. https://nasional.tempo.co/read/1473644/ini-
penjelasan-kepala-bkn-soal-hasil-twk-masuk-kategori-
rahasia-negara/full&view=0k

KPK-Kemenhan Teken Kerja Sama Diklat Bela Negara untuk
Pegawai Lolos TWK. (Tempo Online)
https://nasional.tempo.co/read/1476613/kpk-kemenhan-
teken-kerja-sama-diklat-bela-negara-untuk-pegawai-lolos-
twk/full&view=0k

Pakar Hukum Tata Negara Ini Tidak Setuju TWK Disebut Tak
Berdasarkan Hukum.
https://nasional.sindonews.com/read/437572/13/pakar-
hukum-tata-negara-ini-tidak-setuju-twk-disebut-tak-
berdasarkan-hukum-1621958709

Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Pegawai
ASN KPK sudah Sesuai Prosedur.
https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-
wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-
sesuai-prosedur

Siaran Pers Badan Kepegawaiaan Negara Mengenai Pelaksanaan
Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Menjadi ASN Nomor: 13/RILIS/BKN/V/2021

Siaran Pers Indonesia Corruptin Watch. BKN dan KPK Tertutup
Mengenai Informasi TWK Pegawai KPK.
https://antikorupsi.org/id/article/bkn-dan-kpk-tertutup-
mengenai-informasi-twk-pegawai-kpk
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Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara.
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-
berdasarkan-jenis-perkara

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan
Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 Tentang Nilai Abang
Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019
Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
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